PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pemuda Nomaor 284 (Gedung Pemda Il), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon [0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman hilps-iweb. disdil. katen.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR :400.3.2/704 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 129 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA

KECAMATAN JOGONALAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a.bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan

Mengingat

Pendidikan Kelompok Bermain Tunas Bangsa yang
beralamat di Bangunrejo RT 05 RW 03, Granting,
Jogonalan, Klaten tentang Permohonan Perubahan Izin
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor O05/I0P-KB.TB/VIIIf2025 tanggal 15 Agustus
2025;

.bahwa berdasarkan hasil wverifikasi administrasi dan

lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah

memenuhi ketentuan yang berlaku;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979

tentang Kesejahteraan Anak;

.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun

2002 tentang Perlindungan Anak;

.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Daskeusimiaant inl Bedah ditandatangan] gecars sledfrondk mengguesicsn setificl eldronik

yang dilerbiian clet Balal Besar Sertilios Elskironik (B5/E), Badan Siber dan Sandh Negara (BSSN).



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pecmerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengclolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomeor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar
dan Jenjang Pendidikan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan
Pembelajaran;

12, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

Drabourrsien Ind bodoh ditondainnganl secamm sleldranik menggurakon semfio clekironik
yorg diterbitioan eleh Balal Bosor Sestifasi Elekirond (BSeE ), Badan Siber dan Sandi Megara (BSSM).



—

Menetapkan :
KESATU

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;

14.Surat Edaran  Sckretaris Jenderal Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26
Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan
Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

: Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten Nomor 129 TAHUN 2023 tentang Izin
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
Nama Satuan Pendidikan

Semula : Kelompok Bermain TUNAS BANGEA
Menjadi : KB TUNAS BANGSA
Tahun Berdiri : 01 Oktober 2007
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Bangunrejo RT 05 RW 03,
Granting, Jogonalan, Klaten
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan
penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan
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| KECAMATAN JOGONALAN
o DESA GRANTING

|_ e | PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

HEPUTUSAN KEPALA DESA GRANTING
NOMOR 07 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN KB “TUNAS BANGSA"
Dl DESA GRANTING KECAMATAN JOGONALAN

KEPALA DESA GRANTING

Menimbang :  a Masukan warga masyarakat bahwa perlunya Pendidikan
Anak Usian Dind di lingkungan Desa Granting
b. Dalam rangka mendulung Pemerintah dalam hal
Pendidikan Anak Usia Dinl perlu mendirikan FAUD
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Desa Granting tentang Pendirian PAUD.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2, Undang-Undang MNomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dar
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Mengingat i

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nemor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentiukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Taohun 2004 tentang Sistcm
Perencanaan Pembangunan MNasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);




Menetapkan
FERTAMA

KEDUA

EETIGA

KEEMPAT

6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahnan Desa [Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2006 Nomor 7);

MEMUTUSKAN,

Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini { PAUD ) Desa Granting
yang bernama * KB TUNAS BANGSA " yang beralamat di Desa
Granling Kecamatan Jogonalan Kab. Klaten;

KB *Tunas Bangsa" schagaimana dimaksud diktum PERTAMA
scbagai tempat Penyelengaraan Kegiatan belajar mengajar Anak
usia Dini di Wilayah Desa Granting dan sekitar.

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dan kekeliruan dalam
Keputusan ini, akan dilalkukan perubahan dikemudian har.

Keputusan ini mulai berlaku poda tangeal ditetapkan.

Ditetapkan di Granting
Pada Tanggal 01 Oktober 2007




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JOGONALAN

DESA GRANTING

Mo, Kode Desa®elurahan :
3310082013

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Mama : 3r Kuncoro
Jabatan : Kepala Desa Granting
Alamat + Grranting RT 012 RW 006, Granting, Jogonalan, Klaten

Bersama ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB Tunas Bangsa
Alamat : Bangunrejo Lor RT 05, RW 03, Granting, Jogonalan, Klaten
Fenyelenggara : Yayasan Dian Dharma

Dengan luas Bangunan 135 m* di punakandimanfaatkan sebagai Sarana Pendidikan KB Tunas
Bangsa Sejak Bangunan didirikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan (Selama PAUD

masih beroprasional), Demikian surat keterangan saya buatagar dapat dipergunakan

sebagaimana semestinya.




YAYASAN DIAN DHARMA -
PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamal : Jin. Magor Kusmants Telp (2272 322804 Hlaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN
NOMOR : SKEP. 24.. /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN NOMOR SKEP, 295 /PD.YDD.Kab.Kit/XI/2022
TENTANG PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM
PENGUERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

EETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : f. bahwa berdasarkan Surat ‘dari Tim Penggerak
Pemberdayasn Kescjahteraan Keluarga Kabupaten
Klaten Nomor 104.af Sekr/PEK !EEb,WTIEfEE
tangpal 25 Agusma 2022 tentang Pcnnnh-;mm
Penggabungan Eelompok Bermain Binaan Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesgjahteraan
Keluarga Kebupaten Klaten ke Yayasan Dian
Dharma KHLupatEn Klaten dan Surat dari Tim
Pengperak Pemberdayaan Hesejahteraan Heluarga
Kabupaten  Hlaten Nomor 63/SKR/PKK
Kab/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal
Permohonan izin Bergabung KB ke Yayasan Dian
Dharma, maka perlu mengubah Keputusan Ketua
Yavasan Dian Dharme I-I.'.nhupﬂe:-l Klat=n Momor
SKEP. 295 /PD.YDD.Kab. Kt/ XI/2027 tentang
Penggabungan HKelompok Bermain 1_5ii11a.m Tim
Pengeerak Pemberdayaan Dan Kaéuj-ghtemn



Mengingat

Keluarga Kaobupaten Klaten Ke Yayasan Dian
Dharma Kabupaten Klaten;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, periu ditetapkan dengan
Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

. Pasal 18 ayat [(6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

. Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana; .

. Undang-Undang Momor 23 Tashun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mtﬂjﬁdf Undang-
Undang; '

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengpanti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;



Menetapkan :

KESATU

L}

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah; N

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan
Pendidikan, scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Momor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini; _

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi.Manusia
Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006
tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta

Pendirian Yavasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

: Mengubah Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma

Kabupaten Klaten Nomor SKEP. 295 /FD.YDD.Kab.Kit/
XI/2022 tentang Penggabungan Kelompok Bermain
Binaan Tim  Penggerak  Pemberdayaan Dan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan
Dian Dharma Kabupaten Klaten dengan daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.



KEDUA

KETIGA

Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok
Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja
sama.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 23 Mei 2025




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN
DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR: SKEP.™ /PD.YDD.Kab Kit/V/2025
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN NOMOR SKEP, 295
/PD.YDD.KAB.KLT/ X1/2022 TENTANG
PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN
BINAAN TIM PENGGERAK

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA

KABUPATEN KLATEN
NAMA KELOMPOK BERMAIN ALAMAT
KRANDON RT.17/08 NGAREN,
KB HARAPAN BUNDA NGAREN
PEDAN
SIDOMULYO, RT 04, RW 02, BEJI,
KB PERMATA HATI BEJI
PEDAN

KB MUTIARA BANGSA JATIMULYO | JERENGAN RT 02 RW 04
JATIMULYO




195

KB TUNAS BANGSA

KLAMPOKAN, RT 04 RW 02,
GRANTING, JOOONALAN

SRAGO CILIK RT 03 RW 06,

211

KB MELATI KARANGANOM

196 | KB MAWAR IV
GUMULAN, KLATEN TENGAH
JL ANGGREK NO 12 SEKALEKAN RT
197 | KB MELATI KLATEN
01 RW 05 KLATEN TENGAH
:gﬂ S ke KRAJAN RT 01 RW 06, JOMBORAN,
BAA TOOK KLATEN TENGAH
w6 | sin PONDOK RT 01 RW 04, PONDOK,
e KARANGANOM
200 | KB MELATI INDAH TROSO, KARANGANOM
201 | KB SEDAP MALAM GLEDEG RT 03 RW 01 GLEDEG
202 | KB CERIA JURANGJEROQ, KARANGANOM
203 | KB WIJAYA KUSLIMA PELEMSARI RT 1 RW 1
204 | KB MUSTIKA PERSADA BEKU KARANGANOM KLATEN
rHa— KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN,
205 | KB HARAI KARANGANOM
= DAGEN RT.12 RW 04 SOROPATEN
206 | KB ANANDA S
e A G WATES, BLANCERAN,
207 KARANGANOM
208 | KB TUNAS BANGSA BIRINAN JAMBEYAN KARANGANOM
JUNGKARE RT 04 RA 02
200 | KB ANGGREK
KARANGANOM
TANJUNGANOM, KARANGAN,
210 | KB TUNAS HIDAYAH
KARANGANOM
KARANGANOM 01,06, =

KARANGANOM, KARANGANOM

212

KB BINA INSAN MANDIRI

DUKUH RT 02 RW 04, NGABEYAN,
KARANGANOM




281 | KB BINTANG BANGSA R At LR M

4,S0MOLINGGANG KARANGDUREN
= JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK

282 | KB REMBULAN JEBUGAN KANTOR DESA JEBUGAN,

JEBUGAN, KLATEN UTARA
Esg LI : I, Ki AGENG GRIBIG NO, 4,

i e GERGUNUNG, KLATEN UTARA
JL. SUNAN BONANG NO. 7,

284 | KB PEEMATA BUNDA ANGGREK | JONGGRANGAN, KEC.KLATEN
UTARA
MULUDAN, RT 15 RW 10,

285 | KB BENING HATI BRANGKAL BRANGKAL, KARANGANOM

286 | KB BUAH HATI BUNDA SUKOREJO | JURUG, SUKOREJO, WONOSARI
MLESE, RT 01 RW 01 KRAGUMAN, |

287 | KB PERTIWI MLESE JOGONALAN
NGANTEN RT 01 RW Q1 KRAGUMAN,

088 | KB CAHAYA BUNDA AR
TEGAL MAMPIR RT 08 RW 03

485:| ED TUMAS FERITW | JOTON, JOGONALAN

o P 'SEDAYU RT 06 RW, 02, SEDAYU,

| TULUNG




DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIRLKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

REPUTUSAN MENTERI HUKUM DAM HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDOMESIA
NOMOR @ o-12,07.01,02,.710 2000
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca Surat vermohonan dari Matarin Hoshesil Higew, 00 Nemor
e 10T 2005 Lameea o il 0 periie ]l oo cechanan

o penEealvey Fagaetan o ol Levimn L -H.I-,|;¢.|| TF Necembor F00% .
o

DY

2 ,

gg Menimbang - Bahwa selgloh dilabukan penclilion lerhgdap Akla Pendirian Yayasan yang

disampalkan hepada kaml, akla terschul lelah memenuhi syarat-syarot dan

Ef : letentuan peraluran perundang-undangan yang berlaku, sehincga lidak ada
o keberatan untuk memberikan pengesahan alas Alta Pendirian Yayasan yang
R dimahsud.
A 3
e Mengingat + |. Urdeng-undang Momar 16 Tahun 2001 1entang Yoyasan {Lembaran
.r"“} Megara Republik Indanesia Tahun 2091 Momaor 112, Tambahan Lembaran
g Megers Republik Indonesia Nomor 4132) junets Undang-undang Repuliiik
G Indonesia Momor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang
I,}.“ Memar 16 Tahun 2001 lenleng Yayasan [Lembarun Megers Republik
e Indonesia Tahun 2004 Nomar |15, Tambahan Lembaran Megara Republil
{ indonesia Momor 45300

)

‘3% 2. Surol Kepuluson Dirghiur Jenderal Addminisiras Hubae Urfeen Chzpoi kmmen

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoncslo Momor C-

f 26 HT.OLI0.TH 2004, Jarggol 06 Desember 2004 wentang Tata Cara

L - Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akia Perubahen Anggoran
: Diasar Yayasen.

MEMUTUSKAN
Mergiankan it g
FERTAMA 1 Memberikon Pengesahan Akla Prodiiian Yayoasan i
O YRYASEN DIAM oIS
T NP : 072.000.200.7-%00.000 .
porvadwlukan di Jemarang, Jcomi Aeta Boeur O Lnnpgal 12
“Juni 2001  yong ditust oleh detpria Dokt tor Julinna Fartind
: Soedjendro, 3H berkedudukan di Semarang dan alts Nemor 24
ey tamggal 30 Juni 2005 yome difuat oleh Bolaris flachmat
Wiguna, 9 Lorkedwdukan di flemagen,
S
oy .
dﬁ- M EDMUIA, ¢+ Keputusan Menieri Hukum dan Hale Asasi Manusia Republin (ndonesia im
-::-'E mulpi berlaku sojah tangpal dieraplan.
ey
_{E Culclaplkan i Jakailis
?E | pada tangpal 02 Januarl G
}'; A, MENTERI HURAUM DAN HAK ASASI MANUSIA REAUGLIK INNOMNESIA
O DIRERTUR JEMDERAL
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